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BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT |

TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan Kkesedlarasan antara
pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan
pemerataan  hasil-hasil pembangunan, keserasian lgu
pertumbuhan antar daerah, dan peningkatan partisipasi daerah
daam pelaksanaan pembangunan  perlu  melaksanakan
pembangunan dalam masing-masing Propinsi daerah Tingkat | .
bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan
Daerah Tingkat | daam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1979/1980 .

bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di
atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden

tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat |

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan
Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat | Timor
Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan

Lembaran nEgara Nomor 3084) .
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3131) .

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) .

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pe-
merintahan Propins Daerah Tingkat | Timor Timur dan
Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat 1l di Timor Timur
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3088) .

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .

Keputusan Presider Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pem-
bentukan Kabinet Pembangunan 111

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana
Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA I1I) Tahun
1979/1980 -1983/84 .

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Menteri Dalam Negeri .

Menteri Keuangan .

Menteri Pekerjaan Umum .

Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS. .

A W NP

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat | Tahun
Anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuaan
seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai

Pedoman Pelaksanaannya,

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggal 28 Mei 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,
ttd.

SOEHARTO



